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Pemilihan Ke pala D aer ah,
Politik BiayaTinggi,

dan Korupsi di Indonesia

LEO AGUSTINO & INDAH FITRIANI

Absnak

Penilihan kepala daerah langsung ataa Pilkada langsang melahirkan dua

wEah bagi politik Indonesia. Di satu sisi wEah positif ke arah demokrasi; di sisi

lainnla, nenampilkan dampak ,Wtif. Dampak positifrlya rneliputi aPqa dalam

memantap kan legitinasi po liti k pem erintah daerah, newuj udkan pem berdEtaan po liti k
uarga) nelembagakan mekanisme checks and balances antar-lembaga di daerah,

dan munculnla kepala-kEala daerah perempuan. Sementara itu, danpak negatif

Pilkada langsung adalah politik biay tingr Biay tirgt tersebut disebabkan oleh

beberapa faktor seperti candidacy buying biay kampanle, biay saksi pada saat

Pilkada berlangsang, biay konsultan politik, dan (jika diperlukan) biay banding

ke MK Karena ita tidak heran, kandidat yng rilenang akan berusaha untak

mengenbalikan modalnla dengan cara korupsi. Palingtidak ada empat modas kepala

daerah untuk mengembalikan nodal politiknla, laitu: saap pengarusan periqinan,

jual-beli jabatan, suap pengadaan prryek dan barang, dan manipulasi bantuan sosial

(Bansos). Dilena Pilkada ini men1isakan pekejaan rumah lang tidak kecil bagt

pendalaman demokrasi di Indonesia, nenlangkut soal mengapa pilkada berbiEa

tiogt dan tindak pidana korupsi apalang dilakukan oleh para kepala daerah?

IQta knci: Pilkada, kepala daerah, suap, korupsi.
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Pengantar

Pemilihan kepala daerah secara langsung atau sering disingkat Pilkada
(angsung) di Indonesia telah bedangsung sejak pertengahan tahun
2005. Hal ini merupakan konsekuensi politik dari demokratisasi yang
terjadi di Indonesia sejak tahun 1998. Sekaligus merupakan aplikasi
dari perubahan sistem pemilihan tidak langsung (oleh 

^nggota 
dewan)

ke pemilihan langsung (oleh pemitih) pada pemilihan umum (Pemilu)
tahun 2004. Pemilihan kepala daenhini bertujuan untuk memilih gubernur
(tingkat provinsi) dan bupati serta wali kota (untuk tingkat kabupaten

dan kota) yang selama Orde Baru dilakukan dan dikendalikan oleh
"keinginan" pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pilkada dianggap sebagai

pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di aras lokal. Setidaknya ada

empat alasan mengapa Pilkada dianggap mendorong proses pendalarnata

demokrasi di level lokal di Indonesia.
Pertama, memberikan legitimasi yang besar pada pimpinan daerah

(Sulistiyanto and Erb 2009). Pada era Orde Baru, kepala daenh
ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga legitimasinya kur^ng terasz-

di mata publik. Tapi pada era Reformasi Pilkada dipilih langsung oleh
w^rg melalui mekanisme pemilihan langsung - kondisi ini melembagakan
legitimasi kepala daenh yang besar. Dengan legitimasi ini pula kepala
daerah berkesempatarr untuk berinovasi, berkatya, dan mencipta secara

maksimal suatu pendekatan baru (tanpa harus didikte oleh pemerintah
pusat) guna meningk atkankesej ahte ra^n nkyat di daerah. Selain itu, situasi

ini mendorong terwujudnya akuntabilitas dan responsivitas kepala daerah.

Pilkada y^ng dikombinasikan dengan kebijakan otonomi mencetuskan
pemerintahan yang lebih bertanggungjawab dan responsif atas pelbagai
keperluan nkyatnya. Dalam konteks demokrasi lokal, akuntabilitas harus
dimaknai sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi sebagian

besar tuntutan wafganya yang muafanya adalah pemefataan sosio-ekonomi
dan politik. Manakala responsivitas bukan hanya diartikan sebagai

kemampuan pemerintah daerah untuk menanggapi pelbagai kepeduan
warg nya, akan tetapi adanya kemauan dari pemerintah daerah untuk
mendistribusikan pelayanan publik secara optimal. Ke du a, mengembalikan
kedaulatan (dalam hal hak memilih) kepada nkyat (Agustino 201'4).

Kondisi ini berbeda den g n era Orde Baru Soeharto di mana kepala

daerah dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Q)PRD).
Dampak lanjutan dari pelaksanaan pemilihan langsung kepala daenh
mendorong terjadinya peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan
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politik dan tutut mengembangkan modal sosial w^rga atas satu keyakinan
bahwa rnasyarakat setempat lebih mengetahui masalah yang mereka rasakan
dibandingkan pemerintah pusat di Jakarta. Untuk menyelesaikan masalah,
masyarakat akan saling berinteraksi satu sama lain mengembangkan
komitmen bersam 

^, 
y^ng pada akhirnya menyuburkan sifat salin g percayz,

toleransi, ketja sama, dan solid atitas.

Ketiga, mengeliminir kuasa eksekutif yang tedalu berlebihan dengan
cara rnelembagakan mekanisme checks and balances antar-lembaga
di daerah. Mekanisme ini menutup kemungkinan terjadinya kekuatan
hanyapada satu lembaga. Pada. era Orde Baru, Iembaga eksekutif berhasil
memperkuat dirinya sebagai lembaga superbodl atas lembaga-lembaga

politik lainnya sehingga melahirkan executiue heary dalam kehidupan
politik lokal.l Melalui pelbagai langkah perbaikan yang diambil dan
dijalankan oleh pemerintah, termasuk penyelenggmaan pemilihan kepala

daerah secara langsung, keadaan tersebut berusaha ditempatkan pada
posisinya yang wajaq di mana eksekutif dan legislatif berdiri sama tirgg
dan duduk sama rendah. Penempatan kembali lembaga eksekutif dan
legi slatif p adz p o si si yang s eimbang mencerminkan vp ay a p erb aikan dalam
sistem politik di Indonesia. Keempat, munculnya kepala-kepala daerah
petempu^n - yang selama Orde Baru tidak pernah terjadi (Agustin o 201,9).

Beberapa ruarrn kepala daerah perempuan itu antar^ lain: Tri Rismaharini

CWali Kota Surabaya), Airin Rachmi Diany CWuli Kota Tangerang Selatan),
Iti Octavia (Bupati Lebak), Cellica Nurracdiana (Bupati Karawang),
dan lainnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa politik pada era Reformasi
lebih terbuka dan semakin mengedepankan nilai-nilai demokrasi,
seperti persamaan hak politik dan toleransi.2

Namun setelah lima belas tahun berjalan, dampak negatif
pelaksanaan Pilkada langsung pun turut menguat, terutama politik
btaya tittggi yang memunculkan perilaku korupsi p^r^ kepala daerah.

1. Eksekutif pada era Orde Baru memifki kuasa yang sangat dominan, mulai dari: meiancang, menetapkan,
hiogg" melaksanakan kebifakan. Pada masa itu, pademen di tingkat pusat maupun daetah hanya dijadikan
rubber-stamp bagi kepentingan penguasa pusat melalui kaki-tangannya di daerah. Akibatnya, kebutuhan
r7y^t^ nky^t sukar tetealisasi karena kebunrl:ran rakyat "tetsandera" oleh kepentingan pusat yang disetufui
oleh anggota dewan daenh. Lihat Liddle (1996) dan Crouch (2010),

Sebelumnya sikap dan perilaku dalam kehidupan politik di Indonesia sangat intoleran. Misalnya, ketika

anggota pademen pusat menolak pencalonan Megawati sebagai presiden dengan alasan identitas

perempuan. Padahal partainya memenangi Pemilu pada 1.999. Sikap intoleran terhadap Megawati didasarkan

pada penafsiran doktnn Islam yang pada waktu itu digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.

Pendapat bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk meniadi pemimpin di antaranya dilandaskan pada

penafsiran ayat al-Quran: al-rijil qawwimrin 'ald rusi (Q.S. al-Nisa 4:34). Tetapimelalui Pilkada, tidak sedikit
kepala daerah dan wakil kepala daetah adalah perempuan. Melalui Pilkada mendorong p(oses pendalaman
demokrasi di tingkat lokal teriadi.

'"t${i-u.ffi:I:
deffi!*,,

0t"tf
d'ildc;li.i ''

lll 'r*-- 
"'-

(20[t;o','
k l<ff*1{a

"""tli,i:,
-. 

J*r-*-
L)r k{'.,.-

ii...,--t

*].t
, +,,.,-1i

alli +tr
?''::

'..--.

r${
!: r"
I .,.5i-n

212 Analisis CSIS



Pemilihan Kepala Daerah, Politik Biaya Tinggi, dan Korupsi di Indonesia (Agustrro & Fitnani)

Mendagri Tito Karnavian, meminta Pilkada tersebut untuk dievaluasi

(Astuti 2019; Arigi 201,9; Maulana 2020), termasuk implementasinya

ant^r satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Penyelenggaraan

Pilkada politik biaya tinggi (Putri 2019; Sari 2019), setidakty" menguatkan

kembali beberapa kaiian sebelumnya flWibowo 2013; Aspinal & Sukmaiati

2015; KPK 201.5;Muhtadi 2019). Akan tetapi, evaluasi ini tertunda karena

terj adinya penyeb 
^r^n 

pandemi Covid- 1 9. Pertanya 
^nny^, 

kenapa Pilkada

langsung dianggap memakan biaya tinggi? Tindak korupsi 
^p^ 

yang

dilakukan oleh kepala daerah dalam konteks Pilkada?

Korupsi dan Vote Buying

Pada era Reformasi, korupsi bersinggungan langsung dengan Pilkada

dan rakyat. Karena dalam kontestasi ini uote-buling telah melekat dalam

kehidupan politik di Indonesia. Ini karena korupsi terkait erat dengan

klientilisme di mana, "the profering of mateial goods in return for electoral

sapport, where the niterion of dixibation that the patron uses is sinpfi: did 1ou
(willya) support me?" (Stokes 2007:605). Sehingga mendorong kandidat

untuk mempersiapkan sumber daya finansial y^^g tidak sedikit dalam

masa kampanye 
^g 

r terpilih. Konteks ini sejalan dengan argumen

Kitschelt dan Wilkinson (2007:2) yang menyatakan, "... the direct exchange of
a citiryn's uote in return for dirert pryments or continuing access to enplolnent, goods,

and seruices." Yang ujung-ujungnya mengakibatkan politik biaya titggr.
KajianAspinall dan Sukmajatt Q01,5) bersama tim menjelaskan fenomena

ini di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian difokuskan pada kontestasi

politik y^ng dilaksanakan pada 201,4 yang dilakukan di sejumlah daerah.

Hasilnya mengejutkan karena politik uang terjadi di semua daerah yang

dijadikan basis penelitian. Ada mekanisme klientilisme dan simbiosis-

mutualisme antara kandidat dan pemilih y^ng masing-masing dari mereka

saling membutuhkan. Uniknya , gejalay^ngmuncul dari kajian ini, pemilih

berpeluang mengubah pilihanny^ mendekati atau pada hari pencoblosan

dengan iming-iming uang, barang, ataupun ianji.
Vote brying 

^tau 
politik uang menjadi fenomena y^ng tidak bisa

dilepaskan dengan buday^ p^tron-klien di Indonesia. Kairan Muhtadi

(201,9) menjelaskan, patron-klien adalah produk sosial-budaya di mana

kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (patrons) memberikan

uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (clients).

Di samping itu, relasi 
^ntarr^ 

identitas kepanatan yang lemah menjadi

"..1:.:l,t

1. *l:\*::i
.. {- r":+ ia'{4
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ruang bagi mengu^tny^ praktik politik uang. Tedepas dari pngmatisme
politik dari pemilih, politik uang juga ndak lepas dari lemahnya kedekatan

psikologi pemilih dengan ideologi partai. Dalam hal ini, pattal gagal

membangun positioning di mata pemilih sehingga tidak ada kedekatan

em o sion al dan id e olo gi s 
^ntara 

p M tar dengan p emilihnya. Akib at lem ahnya

identitas kepanatan ini membawa konsekuensi negatif padaparcai karena

pemilih (ataupun konstituen) tak jarangmengabaikan instruksi dan arahan

p zrtat. Implika s iny a, p 
^rtar 

m elakukan p emb elian s uara untuk mema s tikan
kemenan gan ada di tangan mereka.

Politik Biaya Tinggi: Akar Korupsi?

Tidak mudah untuk menjawab peft^nya;an pada sub judul ini.
Akan tetapi bila merujuk pada pernyata n Menteri Dalam Negeri,
Tito Karnavian bahwa akar korupsi di daerah disebabkan oleh politik
btaya tinggi s^ t Pilkada (Tempo 25 November-1 Desember 2019).

I{etika p^ta calon terpilih menjadi kepala daerah, mereka kemudian
menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan modal y^ng
sudah dikeluarkan. Untuk apz uang itu digunakan, dan berapa banyak?
Berdasarkan wawancarapenulis dengan beberapa nar^ sumber (dan analisis

dari pelbagai pembentaan media), seperti: m^ntan kandidat kepala daerah;

mantan tim sukses/tim pemenangan; akademisi; aktivis NGO; w^rt^wan;
investor politik (atau pemodal p^r^ kandidat kepala daerah); tokoh formal
maupun informal; dan pengusaha percetakan, pembuat kaos, stiker,

dan pernak-pernik kampanye, hasilnya sebagai berikut. Proses penjaringan
dan pengusungan calon tentu berbeda dengan proses Pilkada tidak
langsung - y^ng dilakukan oleh anggota Dewan. Salah satunya biaya atau
ongkos politik y^ngmakin bes ar karcna pencalonan seorang kandid at pada
era Pilkada langsung tidak hanya disetujui oleh pengurus partai tingkat
kabupatenfkota, tetapi juga harus ada rekomendasi dan Surat Keputusan
(SI9 dari tingkat provinsi (Dewan Pimpinan Daerah-DPD) partat y^ng
mengusung Odk. Movanita 2018; Saiful 2020). Inilah y^ng disebut
dengan candicacl-bryingdi mana kandidat secara jorjoran "membeli restu"
p^rtatpengusung dari tingkat pimpinan daenh hingga pusat agar disokong
menjadi kandidat kepala daenh.

Adanya kewajiban rekomendasi dari pengurus partai tingkat provinsi
maupun pusat ini yang kerap menimbulkan perbedaan Penetapan

SI( pasangan calon y^ng diusung panai politik pada s^ t pn Pilkada.

Analisis CSIS



Pemilihan Kepala Daerah, Politik Biaya Tinggi, dan Korupsi di Indonesia (Agustino & Fitriani)

Kota Depok pada Pilkada 2005, misalnya, pada proses pengusungan
kandidat walikota semua paft^i politik y^ngmemiliki kursi di DPRD I(ota
Depok minus PKS sepakat menunjuk Badrul I(amal sebagai calon walikota.
Setelah ada kesepakatan, keluadah SI( dari masing-masing pengurus partai

Pengusung. Akan tetapi di tengah perjalanan, muncul ketidaksepahaman
karcna paft^1 pengusung menghendaki wakil yang berbeda dengan
s^r^n Badrul Kamal - yaitu Sihabuddin Ahmad. Pengusung yang tidak
sepakat menarik dukungan Badrul Kamai. Akibatnya ada beberapa partai
ketika mendaftat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) rekomendasi dari
pengurus pusat (DPP) atau pengurus provinsi (DPD) berbeda dengan

hasil akhir pengusungan calon oleh pengurus partai tingkat kota (Dewan
Pimpinan \Tilayah-DP\0. Kasus lain Sukawi Sutarip pada Pilkada tahun
2005. Pada awalnya ia dicalonkan oleh PDIP, tetapi kemudian berganti
p^ttal pengusung, yaitu PPP, PAN, dan PKB. Terjadinya Pa@-switching

ini didugakarena mahalnya "restu" y^ng mesti dtbayar. Mantan Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KP$, Taufiequrachman Ruki, pernah
mengundurkan diri dari pencalonan kandidat kep ala daerah Gubernur
Banten karcna mahalny a brayayang harus dikeluarkan. Di tingkat nasiona|
Nurcholish Nladjid terpaksa mengundurkan diri dari pemilihan calon
presiden dari Partai Golkatkarena merasa tidak memiliki "g27" f uang.

Membesarny^ ongkos Pilkada juga dipakai untuk biaya sosialisasi pada
masa kampanye. Berdasarkan wawanc ra dengan beberapa nara sumber
di Jawa Bant dan daer ah larn, btaya kampany e y^ng dikeluarkan seorang
calon bupati atau walikota antara Rp 3 miliar-Rp 25 mitar. Untuk calon
gubernur berkisar Rp 8 miliar-Rp200 miliar. Kalkulasinya kurang lebih
s ebagai b erikut. 3,P ertama s eorang kand idat y 

^ngdiusung 
oleh pmt^rpolitik

@aik dari satu partai/ gabungan partai), biasanya dikeluarkan anggarzrn
untuk menyewa kantor (pemenangan) mulai dari tingkat bawah hingga
atas (des afkelurahan, kecamatan, kabup atenfkota). Besarnya uang sewa
kantor tergantung dari srategi kandidat, dengan menggun akan jasa patat
pengusung sewa kantor lebih murah. Apabila dan dan tim pemenangan
maka sewa kantor dengan harga pasar. Pada tingkat desa/kelurahan,
sewa kantor setidaknya Rp 5 juta- Rp1O/bulan. Pada tingkat kecamatan,
berkisar Rp 15 juta-Rp 25 jutafbulan, di tingkat kabupatenfkota,
Rp 40 juta-Rp8} juta/bulan. I(edua, .braya operasional kesekretanatan
berupa alat tulis kantor, sewa kendanan, transportasi, listrik, telepon,
internet, makan dan minum, honor staf sekretariat serta operasional

3. Semua angka dan keterangan dalam tulisan ini diperoleh melalui wau/ancara mendalam (indepth interuiew)

dengan beberapa aktor.
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tim lzpangan (transportasi, akomodasi, telepon, makan dan minum).
Besarnya angg ran untuk tiap bulan kebutuhan sekretaflat berbeda-beda

^ntara 
desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupate nf kota. Jika dira t^-r^ta

ant^ra, Rp5 juta hingga Rp50 juta. Ketigz, biaya pembuatan alat perzrg^
kampanye, seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, stiker, pamflet, kaos,
jaket, topi, kalender, dan lainnya. Anggann unruk satu spanduk atau
umb ul-umbul antara Rp 1 0 0 rib u-Rp 2 5 0 rib u / buah ; b ahho antara Rp 1 5 0 ribu-
Rp500 dbu/buah; stiker Rp 1 .500- Rp7.500 /buah;pamflet dari Rp 100 ribu-
Rp 250 ribu/rim; kaos Rp 35 ribu-Rp75 ribu/kaos; jaket dari
Rp 75 ribu-Rp150 ribu/buah, topi Rp 35 ribu-Rp 45 ibu/buah, dan kalender
r^t^-r^t^ Rp 5.000 /lembar.

Keempat, biaya kampanye, yang terdid dari banyak vanan mulai dari
akomodasi hingga transportasi berupa: uang transportasi, uang makan
peserta kampanye, sewa panggung dan sound-ystem, pembawa acanf
MC, pengisi acara (mubaligh, artis, dan lain-lain), serta uang jalan juru
kampanye. Anggaran y^ng dikeluarkan unruk sekali kampanye, berupa:
uang jalan dan uang makan per peserta kamp 

^nye 
antara Rp 50 ribu-

Rp75 rtbuf orang, sewa panggung dan sound-ystem ant^r^ Rp100 iuta-
Rp 250 juta, pembaw^ 

^cara ^nt^ra 
Rp 2 

f 
uta-Rp 5 juta, pengisi 

^car^(mubaligh, artis, dan lain-lain) 
^ntar^ 

Rp 2 jut'a-Rp 25 juta, dan juru
kampanye 

^nt^ra 
Rp 750 ribu-Rp2,5 juta. Kelima, biaya sumbangan,yang

dikeluarkan kandi dat p ada saat ta b erkun j u ng 
^tau 

diundang oleh kelomp ok
agam4 komunitas, atau kelompok masyankat latnnya. Berdasarkan
wau/ancan dengan narasumber (mantan kandidat kepala daerah) bahwa
semua undangan dari kelompok Lgam4 komunitas, atau kelompok
masyarakztlain y^ng dihadirinya akan selalu diberinya sumbangan dalam
bentuk langsung pada saat kegiat^n atav melalui bantuan sosial (biasanya
dilakukan oleh pan petahana), sebesar 

^nt^ra 
Rp 5 juta-Rp 250 juta

Keenam ,biayaiklan, meliputi iklan di media-cetak dan media-elektronik.
Untuk media cetak meliputi koran, majalah, hingga tabloid. Bahkan ada
pula kandidat y^ng membuat iklan dalam bentuk buku, berupa biografi
dan juga sumbangan al-Qu f an. Sedangkan iklan melalui media elektronik,
meliputi: iklan radio, televisi, DCD Youtube, Instagram, serta web pribadi.
Jumlah dana y^ng dikeluarkan untuk iklan di media cetak berkisar zntar^
Rp 5 juta-Rp1O0 juta pet paket pen^yangan. Iklan di media elektronik

^nt^r^ 
Rp 20 juta-Rp 5 miliar. Pada Pilkada 201,8, setidak-tidaknya

tercatat bahwa belanja iklan di televisi mencapai tebih dari Rp 29 miltar



Pemilihan Kepala Daerah, Politik Biaya Tinggi, dan Korupsi di Indonesia (Agustino & Fitriani)

(Ag"rg 2018). Ketujuh, braya "serangan fajat"a Hasil wau/ancara dengan
beberapa mantan relau/an pemenangan kandidat, pengusaha pendukung
mantan kandidat, m^ntarrr 

^nggot^ 
panitia pengau/as @anwas) Pilkada,

dan natasumbef lain; menyebutkan bahwa tradisi "serangan fajar" sudah
menjadi lumrah y^ng dilakukan oleh par^ kandidat. Meski motifnya
bermacam-macam, akan tetapi kebanyakan modusnya memberi uang
menjelang pemilihan bedangsung, sebesar 

^nt^r^Rp 
20 ribu hingga Rp 500

nbuf orang. Ada juga yang berupa sembako, uoucher yang dapat diambil
setelah pemilihan, dsb. Praktik uote bu-yingdalam politik semacam ini tidak
hanya terjadi di Indonesia (I\duhtadi 201,9), akan tetapi juga di Malaysia

(Scott 1985), Argentina @rusco et al. 2004), Nigeria (Bratton 2008),

dan lainny^ - dengan c r^yangberbeda-beda.
Seorang n ta sumber menyatakan bahwa dua malam sebelum

pemilihan, ra dan beberapa rekannya diberi tugas memasukkan uang

sebanyak Rp 5 miliat ke dalam amplop dengan besaran uang per amplop
sebesar Rp10 ribu-Rp 50 ribu.5 Uang itu kemudian diselipkan ke dalam
rumah melalui bawah pintu rumah penduduk dengan melampirkan foto
pasangan calon. Anggaran y^ng di keluarkan untuk "serangan fajar"
biasanya 

^nta;ra 
Rp 2 miliar hingga Rp 20 miliar. Selain candicagt brytingdan

biaya kampanye,biayz Pilkada menjadi semakin besar karena pembiayaan
kepada para saksi di tempat pemungutan suara GPS). Setiap saksi di
TPS biasanya diberikan "uang lelah" sebesar Rp 100 ribu-Rp 250 ribu.
Ketika pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada Novemb er 2007 ,
misalnya, upah seorang saksi berkisar ant^r^ Rp 100 ribu-Rp 150 ribu
perorang. Seorangkandidatd arlP^rt^rGolkar jauh-jauhharitelahmenyiapkan

dana sebesar Rp 5,2 miliar untuk membayar upah px^ saksi 
^gM 

suara

mereka tidak dimanipulasi di TPS. Hal ini sejalan dengan temuan Mietzner

Q0 1 1 : 1, 29), y ang meny 
^t^kan 

p aling tid ak biay a tamb ahzn un tuk m e ngup ah
saksi berkisar Rp10 miliar-Rp2} mitar

Sementara itu, dalam Pilkada politik pencrtrar n adalah sesuatu hal
y^ng lumtah. Peran konsultan politik menjadi sangat penting untuk
memberikan masukan kepada kandidat agr mereka bisa "dikenal,"

5.

Serangan Faiar" adalah istilah dalam Pilkada di mana kandidat baik langsung atau tidak melakukan uote-bajng

dengan memberikan uang atau benda kepada calon pemilih agar pemilih memilih kandidat yang memberikan

bantuan tersebut. Modus "setangan faiar" adalah menggerakkan tim pemen^ng nny^ untuk betgerak

ke tumah-rumah pemilih pada malam hari hingga menielang waktu pemilihan dengan tufua mempengaruhi
preferensi pemilih pada detik akhir pemilu."Serangan fajar" merupakan sttategi yang ampuh oleh para
kandidat (Ivluhtadi, 201 9).

Narasumber adalah salah seorang anggota tim pemenangan kandidat walikota di salah satu kota di Ptovinsi

lavtaBarat.

4.
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"dicintai," dan "dipilih" oleh publik. Akan tetapi, biaya konsultasi politik
tidak murah. Setidaknya ada beberapa hal yang ditawarkan oleh konsultan
politik sebelum konsultasi itu dilaksanakan. Pertama, survei elektabilitas
kandidat t fang berfungsi untuk mengetahui peluang keterpilihan kandidat
dalam Pilkada. Anggann yang dikeluarkan untuk sekali survei antara
Rp 250 juta hingga Rp 750 jtxa untuk sekali survei, dan biasanya hingga
jelang pemilihan ada 3-5 kali survei.6 Btaya ini belum termasuk biaya
pendampingan dan konsultasi jangka panjang. Per tahun biaya y^ngharus
dikeluatkan oleh kandidat untuk menyewa jasa lembaga konsultan politik
di Indon esia antara Rp 2,5 mtltar hingga Rp10 miliar. Disamping itu adalzh
biayabanding ke Mahkamah Konstitusi (NIK), sebagai kesempatan terakhir
apabrla kandidat tidak menerima kekalahan dengan materi gugatan dugaan

praktik pembelian suara atau politik uang y^ngdilakukan lawan politiknya.
Besaranyabiayayangdikeluarkan penggugat untuk banding ke MK 

^nt^raRp 2,5 miliar hingga Rp 10 miliar.
Berdasarkan waw^nc r^ dan informasi yangdiperoleh tentang besarnya

biaya dan angk^ y^ng diakumulasi, maka total pembiayaan Pilkada sekitar
Rp 50 miliar lebih. Litbang Kementerian Dalam Negeri pada 2016
pernah melrilis bahwa biaya y^ng dikeluarkan oleh pasangan calon untuk
tingkat kota/kabupaten mencapai angka Rp 30 miliar, sedangkan untuk
Pilkada gubernur sekitar Rp20 miliar hingga Rp100 miliar (Asril 2016).
Dari data angka tersebut penulis meragukan keseriusan kepala daerahy^ng
terpilih, dapat bekerja demi rakyat. Pasangan terpilih akan berpikir untuk
mengembalikan moda yang telah dikeluarkan. Pelayanan bagi publik,
kesejahter^an nkyat/ daerah, dan janji-janji muluk pada saat kampanye
menjadi mustahil terealisasi. Dalam kajran Rose-Ackerman (1999)
dan Gupta et a/. (2001) terdahulu, |ug disebutkan.

Jika disimulasikan, pendapatan dan pengeluaran selama Pilkada
sulit bagl pasangan calon untuk mengembalikan semua uangnya.
Gaji dan tunjangan lain seorang Kepala Daetah dan \fakil Kepala Daerah
berkisar 

^ntar^ 
Rp 6,7 juta sampai Rp 200 juta per bulan. Jika dihitung

selama lima tahun penghasilanyangdiperoleh 
^ntaLr^ 

Rp 402 juta hingga
Rp 12 miliar. Sedangkan pengeluaran seorang kandidat dalambtayaPilkada
sebesar Rp100 miliar, y^ng modal ini dibagi dua dengan calon wakil.
Angka yang mesti dikeluarkan oleh masing-masing kandidat adalah
Rp50 miliar. Jika mereka menang maka angka setiap tahun modal y^ng
harus dikembalikan sebesar Rp10 mitar atau Rp 834 juta per bulan

6. Survei pertama, disebut survei pendahuluan, bertujuan mengetahui tingkat popularitas kandidat; survei
kedua dan seterusnya dilaksanakan untuk mengetahui efek pencittaan yang sudah dilakukan.
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(sama dengan Rp28 iuta per hari). Jika dicermati maka ada selisih yang
cukup besar 

^nt^r^ 
pendapatan dan peflgeluaran. I(ondisi ini memaksa

pata pemenang berusaha "kerja keras" untuk mengembalikan modal yang
sudah dikeluarkan. Inilah av/al penyebab korupsi pasca Pilkada terjadi
di Indonesia.

Modus Korups i Pata Pemen ang

Modus apa saja y^ng btasanya dilakukan oleh seorang kepala daerah

untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan pada saat Pilkada?

Dari hasil wau/ancara, pemb errt^an media serta kajran pan ahli, diperoleh
temuan sebagai berikut. Kepala daenh dengan kuasa yang dimilikinya
dapat melakuk^n 

^p^ 
saja sehingga tindak korupsi dapat terjadi. Pertama,

korupsi/suap pengurus^n pertzinan. Birokrasi dan regulasi di Indonesia
sering dianggap sebagai sumbat pertzinandan investasi. Ini dimungkinkan
karena birokrasi cenderung tidak bergerak apabtla tidak "dilumasi."
Regulasi yang dianggap terlalu berbelit-belit, syarat y^ng terlalu banyak
dan berliku, serta penyelesatan tzin y^ng dari sisi waktu lama membuat
p^t^ investor mencari jalan keluar dengan memanfaat celah regulasi
yang lemah. Negosiasi dalam bentuk suap biasanya menjadi jalan keluar
paling mudah dan banyak dipilih. I{asus mega proyek Meikarta di Bekasi,
merupakan salah satu contoh.

Sebuah proyek ambisius y^ng sedang dibangun oleh Lippo Group
menawarkan kota mandiri yang terdiri dan apartemen, sekolah, rumah
sakit, hotel, perkantoran, dan pusat hiburan. Namun sebelum izin ttu
terbit, Lippo Group sudah menjual bahwa lalnan y^ng akan dibangun
berdiri di atas ratusan hektar. Izin yang belum terbit, diantaranya Iztn
Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Prinsip Penanaman Modal
Dalam Negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) I(abupaten Bekasi
(Fitra 2019). Untuk mempercepat penzinan, pihak Lippo Group men)'uap
beberapa elite di Pemerintah Kabupaten Bekasi, salah satunya Bupati
Bekasi waktu itu, Neneng Hassanah Yasin. Mantan \Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 201,5-201,9, Basana Panjartan,
mengatakan bahwa hampir 80 persen penang n^n penindakan I(PI( di
bidang korups) periztnan (Purbaya 201,9).

Kedua, jual-beli jabatan. Kasus ini terjadi di banyak tempat meski
y^ng paling menyita perhatian terjadi di Klaten dengan terungkapnya
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"pemungutanbiaya" oleh KPK y^ngdilakukan Sri Hartini (Bupati Klaten
Periode 2016-2021) padz 2017 . Harga jabatan atau pekerjaan-pek erjaan
tersebut sangat v^n^trf, mulai Rp 10 iuta untuk Eselon IV hirgg,
Rp 400 juta untuk Eselon II (lihat Tabel 1). Sebagai contoh untuk posisi
administr^ttf di pusat kesehatan setempat dihargai Rp 5 juta hingga
Rp15 juta; kepala sekolah harga Rp75 juta hingga Rp 125 juta;
dan yang tertinggi, Rp 400 juta untuk posisi kepala dinas (Eselon If)
(bdk. Koran Tenpo 7 Januai 2017).

Tabel l. Harga Eselon/Jabatan di Kabupaten Klaten
(Lingkungan Dinas Pendidikan)

Sumber: Agustino (2019: 1,7 8)

Pada tahun 2018-2019, kasus korupsi jual-beli jabatanjuga menjent dua
kepala daenh, yaitu mantan Bupati Ckebon, Sunjaya Purwadis 

^stra, 
y^ng

ditangkap KPK padaoktober 20L8 dan mantan Bupati Kudus, Muhammad
TamztJ,,y^ng ditangkap oleh KPK padaJuli 201,9 parmayana 2a19).

Ketiga, suap atau pengadaanproyek danbanng. Selain jual-be[ jzbatan,
korupsi uang proyek juga menjadi modus pengemb altan dana Pilkada.
Meski dalam konteks ini relatif sedikit rumit, tapi manipulasi tender
proyek menjadi pilihan favorit. Karena pengadaan proyek membutuhkan
koordinasi kepala daenh, anggota dewan, PNS, dan pihak kontraktor
(investor politik kepala daerah). Agar kontrak bisa "d-iberikan" kepada

IrIo EselonlJabataf,r Hctga
1 Eselon II

(Kepala Dinas)
Rp 400 juta

2 Eselon III
(Sekretaris dan Kepala Bidang)

Rp 100-150 juta

J Eselon IV
(Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi)

Rp 25 juta

4 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerz,h (UPTD) Rp 50-100 juta

5 Tata Usaha UPTD Rp 25 juta

6 I(epala Sekolah Dasar Rp 7 5-125 iuta
7 TU Sekolah Dasar Rp 30 juta

8 Kepala Sekolah Menengah Pertama Rp 80-150 juta

9 J ab atan Fungsional Tertentu

Gotn mutasi dalam Kabupaten)
Rp 15-60 juta

10 Jabatan Tetap (tidak mutasi) Rp 10-50 juta
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kontraktor makz kepala daenh harus memastikan kepala dinas
mematuhi perintahnya, disamping juga harus mendapat dukungan dari

^nggota 
dewan. Tujuannya, memuluskan proyek serta melancarkan

hambatan birokrasi/zdministtatif. Pata aktor bermain secara rapi dan
tertutup untuk menc egah adany a tuduhan ko rup si, dan j ika memungkinkan,
menetralisir ancam^n apant penyidik dan badan penegak hukum lainnya.
Kepala daerah adalah aktor utama dan jika proyek ini berjalan, ia tidak
malu-malu meminta setoran kepada kontraktor. Agustino Q019)
misalnya, menjelaskan hal ini di Provinsi Banten pada masa Gubernur
Ratu Atut Chosiyah memimpin. Setidaknya Gubernur meminta jatah

sebesar 10-1 1 persen dana dari nilai proyek (bdk. Agustino 2014)

(ihat Tabel2).

Tabel2 Uang Proyek Berdasarkan Klasifikasi Proyek dan Sumbet Dana

Sumber: Agustino (2019: 180).

Sepanjang tahun 201,9, sejumlah kepala daerah yang ditangkap karena
kasus suap proyek. Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, Khamami, kasus suap

ptoyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji. Bupati Talaud,
Sri Wahyumi Maria, kasus suap pengadaanbarang dan jasa revitalisasi pasar.

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, kasus suap proyek Dinas Pekerjaan

Umum. Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, kasus suap proyek
pemerintah. Bupati Lampung Utara, Ag,ng Ilmu Mangkuneg r^, kasus

suap Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.T Keempat, bantuan
sosial @ansos) dan hibah pun kerap dijadikan instrumen pengembalian

7. https:l/v'ww.cnnindonesia.com/nasional/201910081,701,01,-1,2-437823/kpk-tangkap-7-kepala-daenh-
sepanfang-ianuari-oktober-2019#vidy-cd9949bf-53dd-4070-a301-ad3ef/089b35 (22Januai2020).

Klasifikasi Proyek

U*g Proyek Berdasar

$umber Dana (%)

APBD APBN
Proyek Bina Marga flalan) 10 77

Proyek Pengairan 1,1 11

Proyek Konstruksi Gedung 10 10

Proyek Pengadaan 10 10
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ongkos politik oleh kepala daenh terpilih.s Mekanism eny^ sederhana,
atas arahan kepala daenh secara langsung memberikan bantuan pada
organisasi atau komunitas yang diinginkannya ftetetapan Permendagri)
dengan iumlah nominal y^ng ditetapkan nilunya. Kemudahan ini tenru
memudahkan kepala daenh unruk menyelewengkan 

^nggman 
belanja

daenh kepada "orang-o rang dekatnya". Contoh yang te\adt di provinsi
Banten, dimana bantuan tersebut diarahkan pada 

^nggotakeluarga 
gubernur

Ratu Atut dan dimaksudkan untuk mengembalikan dana-dan^ y^ng sudah
dikeluarkan selama Pilkada (lihat Tabel 3). Akibaffiya,birokrasi tidak bekerja
sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien karcna mengutamakan
kepentingan pribadi kepala dzerah. Kajian-kajian klasik menunjukkan
bahwa korupsi di tingkat daerah mendorong terjadinya Iayanan-I^y^nan
pubblik cenderung menjadi sangat rendah, tidak efisien, dan tidak optimal
fflitgaard 1988; Rose-Ackerman 1999; Gupta et a/.2001).

8. Bantuan sosial diatut dalam Petmendagri yang mensyatatkan pembedao bantuan dilakukan kepada
calon penerima untuk melindungi mereka dari kemungkinan risiko sosial. Tujuan bantuan tersebut meliputi:
rehabilitasi sosial, pedindungan sosial, pemb erdayaan sosial, iaminan sosial, penanggulangan kemiskinan,
dan penanggulangan bencana. Sementara itu, hibah diberikan kepada masyarakat dengan persyaratan paling
sedikit memiliki pengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administtasi pemerintahan daerah
bersangkutan. Sedangkan hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan sl,arat organisasi
tersebut telah terdaftar di pemerintahan daerah setempat minimal 3 tahun ftecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundangan-undangan yang mendukung), memiliki sekretariat tetap, dan berada dalam wilayah
administratif daerah serempat.

+..--Li.i.-:

". -i
1,,: i
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Tabel3. Aliran Bantuan Sosial ke Lembag yang Dipimpin oleh Keluarga
Kepala Daerah (Kasus Banten)

Sumber: Agustino & Fitriani (201.7 : 1,48-1,49)

,,,il*g.. ii,i'i'i*u#* i.,tt;ft', .'',.t'ii'|,t',it.fi+ffi '...,.

KNPI Prov. Banten Ketua: Aden Abdul I(halik
(adik tiri Gubernur Banten)

Rp 1.850.000.000

Tagana Banten I{etua: Andhika Hazrumy

(anak Gubernur Banten)

Rp 1.750.000.000

PMI Banten Ketua: Ratu Tatu Chasanah

(adik Gubernur Banten)

Rp 900.000.000

PNf GP Ansor Bendahara: Andika Hazrumy
(anak Gubernur Banten)

Rp 550.000.000

Himpaudi Banten Ketua: Ade Rossi Cherunnisa

(menanru Gubernur Banten)

Rp 3.500.000.000

P2'IP2A Ketua: Ade Rossi Cherunnisa

(menantu Gubernur Banten)

Rp 1.500.000.000

G\7KS Ketua: Ratu Tatu Chasanah

(adik Gubernur Banten)

Rp 700.000.000

I(arang Taruna Ketua: Andika Hazrumy
(anak Gubernur Banten)

Rp 1.500.000.000

Dekranas Ketua: Hikmat Tomet

(suami Gubernur Banten)

Rp 750.000.000

Dekopinwil Ketua: Ratu Taru Chasanah

(adik Gubernur Banten)

Rp 200.000.000

Forum PBB
€ug"y"ban Banten
Bersatu)

Ketua: Ratu Tatu Chasanah

(adik Gubernur Banten)

Rp 500.000.000

IMI Banten Ketua: Tubagus Haerul Jaman
(adik tiri Gubernur Banten)

Rp 200.000.000

Koalisi Politisi
Perempuan Indonesia

I(etua: Ratu Tatu Chasanah

(adik Gubernur Banten)

Rp 200.000.000

Gerakan Pemuda Ansor
Kota Tangerang

Ketua: Tanto'Warsono Arban
(menantu Gubernur Banten)

Rp 400.000.000

TOTAL Rp 14.000.000.000
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Mengapa korupsi mudah dilakukan oleh kepala daerah? Setidaknya
ada dua jawaban atas pertanyaan int. Peftama, kepala daenh mempunyai
kuasa untuk mengendalikan birokrasi. Kuasa kepala daenh y^ng besar
ini tidak jarang digunakanny^ untuk mengendalikan 

^p^ratvr 
sipil negara

(dari kepala dinas, camat, kepala desaflvah dan seterusnya) untuk
bekerja sesuai kehendakty". Jika kehendaknya tidak dituruti, maka tidak
janng terjadi mutasi pzda mereka y^ng berseber^ng n. Kepala daerah
bahkan dapat menemp atkzn seorang pengikut setianya (nepotisme)
t^np^ kualifikasi yang sesuai dengan iabatan yang ditempati. Akibatnya,
mekanisme klientilisme dan nepotisme seperti ini menjadi hal y^ng jamak
di era Pilkada. Kedua, kepala daenh memiliki kontrol atas sumber daya di
daerah. Sadar akan kebutuhan untuk mengembalikan dan mengumpulkan
modal (untuk bertarung di periode berikutnya), banyak kepala daenh atau
incumbent membangun strategi kreatif untuk merLg r^hkan sumber daya
(anggann belanja) daerah untuk kepentinganny^. Ada yang dimanfaatkan
langsung 

^g 
r mendapat dana segar tapt ada juga dalam bentuk dukungan

pada saat pemilihan. Misalnya bansos, hibah, beasiswa, ten^g ke\a
kontrak, proyek infrastruktur atau angg ran layanan publik Iatnnyz,
yang dikelola. Maka bag pan penerima akan merasa harus membalasnya
pada s aat Pilk ada berlangsung.

Kesimpulan

Awal Reformasi bangsa Indonesia mengkritik sistem otoriter Orde
Baru Soeharto y^ng memfasilitasi terjadinya korupsi secara sistematis.
Akan tetapi, ketika Orde Baru runtuh pada 1998 dan sistem demokrasi
mulai melembaga sejak 1999, fenomena korupsi tidak turut sirna. Korupsi
justru menjadi ceritay^ngt^np^ henti, dimulai dzri awal,Reformasi hingga
sekarang ini. Urai^n aftrkel ini menjelaskan pengeluaran dan pengemb altzn
modal pasca Pilkada y^ng berakibat pada korupsi. Reformasi politik
di Indonesia tentu menghasilkan banyak perubahan positif bagi politik
nasional dan politik lokal di Indonesia. Salah satunya, Pilkada y^ng tidak
lagi dipilih oleh anggota DPRD. Berbeda dengan rczim orde Baru,
Pilkada menjadi aiang oligarki elite di daenh. Sedangk^n erz- Reformasi,
y^ng menjadi penentu seseorang menjadi kepala daenh adalah nkyat dan
siapa pun boleh ikut serta dalam kontestasi politik di tingkat lokal.

Akan tetapi y^ng menjadi masalah adalah politik biaya tirgg dalam
Pilkada karena kandidat harus mengelu arkanbtaya y^ng sangat fantastis,

ri*,, +
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ant^r^ Rp 20 miliar hingga Rp100 miliar, y^ngbelum tentu mereka menang.
Banyak v^rtzn biaya y^ng harus dikeluarkan sehingga ketika seorang
kandidat menang dalam Pilkada, maka tahun-tahun di mana ia berkuasa
digunakan untuk mengembalikan modal y^ngsudah dikeluarkan sehingga
memicu tindak pidana korupsi di era Reformasi. Saat ini sangat sulit untuk
meminimalisir korupsi di Indonesia. Adanya usulan untuk mengevaluasi
penyelengg ra n Pilkada yang sudah berumur lebih dari 1,5 tahun menjadi
relevan agr celah korupsi dapat ditutup.
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